
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

 Di Indonesia, pengadilan merupakan suatu badan atau institusi yang 

menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.
1
 Kekuasaan kehakiman sendiri diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 Jo  Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut 

UUKK . Dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi Kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. 

Pasal 24 Ayat (2) UUKK yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang  berada di bawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor Nomor 49 Tahun 2009 Tentang 

Peradilan Umum, menyebutkan peradilan umum adalah salah satu pelaku 

kekuaaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan 

kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri 

sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat 

banding, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang 
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tertinggi atau tingkat kasasi (Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan 

Kehakiman).
2
 

 Seorang Hakim tidak hanya berperan dalam memeriksa, meyelesaikan 

perkara saja tetapi juga sebagai pihak yang memberikan atau memutuskan putusan 

pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup 

dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan 

Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan 

Hakim dalam mengambil keputusan. Di dalam Pasal 191 KUHAP, pengambilan 

keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti 

dalam sidang pengadilan.
3
 

Di dalam menjatuhkan putusan perlu adanya suatu dasar bagi hakim dalam 

menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil 

penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang 

maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk 

mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak 

hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian 

hukum.
4
Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan 
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memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan 

yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan 

Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. 

 Didalam pengadilan hakim memiliki Putusan pemidanaan yang 

merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan negeri. Bentuk putusan lain 

adalah putusan bebas yang diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum di atur di dalam Pasal 191 ayat (2) 

KUHAP.
5
Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu 

peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim 

dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, 

yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan 

pemidanaaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang. 

 Pada hakikatnya putusan pemidanaan (veroordeling) merupakan putusan 

hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman 

atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Dimana 

perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan.Terbukti melalui sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdawa yang bersalah 

melakukannya sesua dengan Pasal 183 KUHAP.
6
 Pemidanaan adalah suatu proses 

penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.
7
 

 KUHP tidak menjelaskan mengenai adanya suatu tujuan pemidanaan, 

Pidana dan tujuan penjatuhannya merupakan dua faktor penting dalam hukum 
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pidana. Dengan mengetahui dan berpersepsi sama atas makna pidana dan 

tujuannya, maka dapat dicapai sasaran yang dikehendaki dalam melakukan 

penegakan hukum pidana. Jadi, antara pidana dan tujuan penjatuhannya 

mempunyai kaitan yang strategis, juga sifat dan bentuk pidananya.
8
Tujuan 

pemidanaan ini tidak hanya berupa memberikan efek jera bagi si pelaku atau 

setiap orang yang melakukan tindak pidana serta kepada masyarakat, tetapi juga 

sebagai sarana menegakkan tata tertib di dalam masyarakat. 

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat 

mengamanatkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan 

di Indonesia karena dengan terjaganya keamanan dan terlindunginya masyarakat 

akan menimbulkan kesejahteraan umum. Peran lembaga kepolisian sebagai 

lembaga penegakan hukum di Indonesia sangat diperlukan agar terciptanya 

keamanan, kenyamana bagi masyarakat, menjaga akan tegaknya hukum yang ada 

di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 

yang berbunyi:  

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 

melayani masyarakat, serta menegakkan Hukum..” 

Untuk itu peran anggota kepolisian sangat diperlukan yang mana tercantum 

di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui 
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upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. Maka dengan demikian kepolisian diperlukan dalam 

memelihara keamanan dalam negeri. 

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial 

masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal 

dengan istilah la police administration.
9
Fungsi preventif yang dilaksanakan dalam 

rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan 

fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.Selanjutnya fungsi POLRI di dalam 

Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
10

 

Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UU Kepolisian bahwa POLRI bertujuan 

untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, POLRI berdasarkan 

Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
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terpeliharanya keamanan dalam negeri.  Singkatnya, POLRI memiliki dua fungsi yakni 

fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, 

pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.
11

 Untuk 

itu sangat disayangkan jika anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagai seorang penegak hukum baik itu yang bertugas di tingkatan daerah 

maupun tingkatan pusat yang melakukan suatu tindak pidana yaitu tindak pidana 

peredaran gelap narkotika ini, tentu perbuatannya tersebut akan mencontreng citra 

dari kepolisian itu sendiri, ini di karenakan polisi yang seharusnya ikut serta 

dalam memberantas peredaran narkotika, menegakkan hukum, yang meliputi 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,tetapi yang terjadi 

justru sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi pelaku terhadap peredaran 

gelap narkotika. 

Pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika di atur di dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mulai dari Pasal 111 

sampai dengan Pasal 126. Di dalam Pasal-Pasal tersebut diberlakukan sanksi-

sanksi yang berat, di dalam Undang-Undang tersebut diberlakukan untuk setiap 

orang. Pengedaran Narkotika di luar izin dari Menteri Kesehatan, di luar ketetapan 

yang telah di berikan oleh dokter, dan yang melanggar peraturan-peraturan yang 

telah di atur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika merupakan suatu tindak pidana narkotika yang mana berupa seperti 

penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.
12
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Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Narkotika, di jelaskan bahwa 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang 

ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.Berawal dari 

penyalahgunaan narkotika akibat dari kebutuhan akan pengunaan narkotika yang 

mulai ketergantungan seseorang akan mulai menjadi pengedar narkotika untuk 

mendapatkan uang sehingga dapat membeli narkotika tersebut.
13

 

Salah satu  contoh dengan nomor perkara : 6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn, aparat 

kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap Narkotika adalah 

Juliansyah panggilan Julai (37 tahun), bekerja sebagai anggota Polri yang berdinas 

di Polsek lima koto, Polres Kota Pariaman, yang bertempat tinggal di Aspol 

Tribrata 1 kelurahan kampung jawa II Kecamatan Pariaman Tengah Kota 

Pariaman. 

Akibat perbuatannya dalam menggunakan, serta mengedarkan narkotika 

tersebut Juliansyah panggilan Julai harus berurusan dengan hukum. Kasus ini 

bermula pada hari kamis tanggal 30 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa 

dihubungi  Rahmat (DPO) yang akan melakukan transaksi jula beli narkotika jenis 

Shabu karena ada yang memesan dari Padang lalu Terdakwa diminta Rahmat 

untuk menjeput Narkotika jenis Shabu tersebut di rumahnya di daerah Rawang 

kota Pariaman, Kemudian setelah Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan oleh 

Anik (DPO) yang merupakan kakak perempuan dari Rahmat ke pada terdakwa.  

 Saat itu terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 

(satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna 

                                                             
 

13
Ibid.,hlm 47. 



 

 

bening dalam amplop warna putih dan 1 (satu) satu unit timbangan digital merk 

ION warna hitam. setelah terdakwa menerima barang-barang tersebut dari Anik 

kemudian terdakwa didatangi laki-laki bernam Trik (DPO) yang merupakan 

suruhan dari Rahmat. Trik mengatakan kepada terdakwa bahwa orang yang 

memesan  Shabu kepada Rahmat telah berada di Pariaman dan kemudian Trik 

meminta Shabu tersebut kepada si Terdakwa.     

Dikarenakan Trik mengatakan kepada terdakwa bahwa Shabu akan dibayar 

oleh orang yang memesan kepada Rahmat setelah Shabu diserahkan kepada orang 

tersebut. Dikarenakan uang untuk membeli Shabu belum diserahkan kepada 

terdakwa maka terdakwa tidak jadi menyerahkan Shabu tersebut kepada Trik. 

Yang kemudian terdakwa meninggalkan Trik dan membawa Shabu tersebut ke 

rumah terdakwa yang ia terima dari Anik. Kemudian Terdakwa dihubungi 

kembali oleh Rahmat dan meminta terdakwa untuk mengantarkan barang-barang 

yang diterima dari Anik tadi  kepada laki-laki bernama Alkasyah Nur Pgl. Al 

(penanganan perkara diserahkan kepada Denpom), kemudia sekira jam 19.00 WIB 

terdakwa dihubungi Alkansyah Nur Pgl. Al dan mengatakan bahwa ia telah 

menunggu terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang 

didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus 

plastik klim warna bening, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus 

plastik warna bening dalam amplop warna putih dan 1 (satu) unit timbangan 

digital merk ION warna hitam milik Rahmat untuk diserahkan kepada Alkasyah 

Nur Pgl. Al pada hari kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira Kecamatan Pariaman 

Tengah Kota Pariaman di SPBU Kampung Pondok Jalan Diponegoro.   



 

 

Kemudian setelah itu  Alkasyah Nur Pgl. Al ditangkap oleh aparat 

kepolisian pada sekiranya jam 20.00 WIB bertempat di halaman dalam SPBU 

Kampung Pondok Jalan Diponegoro Kecamatn Pariaman Tengah Kota Pariaman 

dan pada waktu dilakukannya penangkapan ditemukannya barang-barang berupa 

1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga 

Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) paket diduga 

Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik warna bening dalam amplop warna putih 

dan 1 (satu) unit timbangan digital merk ION warna hitam dan 1 (satu) unit 

handphone i-Cherry warna merah lengkap dengan Simcardnya, narkotika yang di 

dapat beratnya seberat 21,5 (dua puluh satu koma lima) gram.
14

 

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Juliansya panggilan Julai telah 

didakwa dengan surat dakwaan alternatif yakni telah melanggar Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2), atau Pasal 112 ayat 

(2), atau Pasal 127 ayat (1) huruf a. Pasal 114 ayat (2) berbunyi sebagai berikut ; 

"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam 

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) 

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, 

pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)." 
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Pasal 112 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut ; 

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)." 

Pasal 127 ayat (1) huruf a yang berbunyi sebagai berikut; 

"Setiap Penyalahguna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun;." 

Pada saat pembacaan tuntutan pidana, penuntut umum Kejaksaan Negeri 

Pariaman tanggal 8Maret 2016 menyatakan sebagai berikut : 

1. Menyatakan TerdakwaJULIANSYAH pgl JULAI terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum 

menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika 

Golongan 1 jenis shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu 

melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 

tentang Narkotika.” 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANSYAH pgl JULAI 

dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama 

terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- 



 

 

(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah 

Terdakwa segera ditahan ; 

3. Menyatakan barang bukti berupa :  

1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik warna 

bening dengan berat 16.4 gram 

1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik warna 

bening dengan berat 5.1 gram 

1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik 

klim warna bening dengan berat 10.0 gram 

Dirampas untuk dimusnahkan 

1 (satu) buah timbangan digital merk ION warna hitam. 

1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna merah. 

Dirampas untuk Negara 

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 

Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);  

Majelis hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 

6/Pid.Sus/2016/PN.Pmn. tanggal 23 Maret 2016 menyatakan bahwasannya 

JULIANSYAH pgl JULAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika, serta memutus terdakwa 

dalam dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dijatuhkan pidana berupa 

pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar 



 

 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 

tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
15

 

Berdasarkan putusan hakim tersebut maka perlu adanya dasar bagi hakim 

dalam memutuskan putusan pemidanaan baik secara yurudis dan non yuridis 

dalam memberi hukuman. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan 

yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.bahwa seharusnya 

hakim dalam pertimbangan juga harus melihat dari segi non yuridis dimana 

terdapat hal yang meringankan dan memberatkan  dan dalam hal yang 

memberatkan penulis tertarik membahas persoalan ini, seharusnya hakim 

memberikan hukuman yang lebih berat atau mengarah kepada ancaman yang 

lebih berat dikarenakan menjatuhkan hukuman terhadap anggota Polri.  

Dalam hal memberatkan ini salah satunya terdapat pada Pasal 52 KUHP 

berbunyi : Bilaman seseorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, 

melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan 

perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan 

padanya, pidananya dapat ditambah sepertiga.Di Indonesia saat ini di dalam 

Undang-Undang dicantumkan ancaman hukuman pidana tinggi akan tetapi tidak 

pernah dilaksanakan namun tidak menimbulkan efek jera sehingga angka 

kejahatan semakin meningkat, efek jera tersebut akan dapat terwujudkan apabila 

ancaman hukuman pidana tinggi itu dilaksanakan oleh penegak hukum seperti 

hakim.  
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Sehingga  Seorang penegakkan yang seharusnya menegakkan hukum, 

mengayomi serta menjaga ketertiban yang ada di dalam masyarakat malah 

anggota polisi pula yang menjadi pengedar narkotika.Seharusnya hal ini mampu 

memberikan wacana kepada para hakim untuk merumuskan vonis penjatuhan 

pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan 

masyarakat.Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN 

PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA 

DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 

6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn)." 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal diatas, dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan 

pemidanaan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana 

peredaran gelap narkotika di pengadilan negeri pariaman terhadap 

perkara Putusan Nomor : 6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn? 

2. Bagaimana pembuktian di dalam persidangan  terhadap perkara 

peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri dengan 

Putusan Nomor 6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn?  

  



 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana 

peredaran narkotika 

3. Untuk mengetahui Bagaimana pembuktian di dalam persidangan  

terhadap perkara peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh 

anggota Polri dengan nomor 6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan 

merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. 

b. Dari hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang hukum pidana 

terkhusus hukum pidana khusus dan mempedoman bagi penegak 

hukum, untuk masyarakat, dan  instansi terkait dalam penegakan 

hukum narkotika. 

2. Manfaat Secara Praktis  

a. Hasil penulisan diharapkan juga bermanfaat bagi kalangan akademisi 

dan masyarakat untuk mengetahui implementasi yang terdapat dalam 

Undang-Undang Narkotika. 

b. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana 

penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap tindak pidana 

peredaran gelap Narkotika Oleh Oknum Polri di Kota Pariaman. 

 



 

 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu 

penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan 

oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.
16

 

Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana 

permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan pendekatan teori 

sebagai berikut: 

1) Teori Pemidanaan 

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan 

penjatuhan pidana:
17

 

a. Teori absolut atau teori pembalasan 

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut 

antara lain oleh Immanuelt Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, 

dan beberapa beberapa sarjana yang  mendasarkan teorinya pada 

filsafat katolik dan juga sarjana hukum islam yang mendasarkan 

teorinya pada ajaran kisas dalam Al Qur’an. 

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah 

bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. 

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk 

dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan 

suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat 
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menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat 

dijatuhkan pidana kepada pelanggar. 

Oleh karena itulah, maka teori disebut teori absolut pidana 

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 

dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah 

pembalasan. Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau 

absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan 

objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap 

kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap 

apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya 

tidak perlu dipertentangkan.
18

 

Immanuelt Kant menunjukkan pidana merupakan suatu 

tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, 

menurut Vos, pendapat Kant hanya mengenai pembalasan 

subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya, Hegel 

memandang perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif 

dalam suatu pidana, sedangkan Herbart hanya menekankan pada 

pembalasan objektif. 

b. Teori relatif atau tujuan 

Teori ini menjadi dasar hukum pidana dalam 

menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yang tujuan 

untuk prevensi (mencegah) terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini 

berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. 
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Lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus, prevensi 

umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak 

melakukan delik. 

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktikkan sampai 

revolusi Perancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan 

orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang 

dipertontonkan. Kadang-kadang, pelaksanaan pidana yang telah 

diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat 

ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Untuk itu 

terkenallah adagium latin: nemo prudens puni, quaia peccatum, sed 

net peccetur (supaya khlayak ramai betul-betul takut melakukan 

kejahatan maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di 

depan umum).Pada zaman Aufklarung, abad ke 18, pelaksanaan 

pidana yang ganas ini ditentang besar-besaran teutama oleh 

Beccaria dalam bukunya Dei delicti e det pene (1764). 

Keberatan terhadap teori Von Feurbach ini ialah ancaman 

pidana yang bersifat abstrak, sehingga sulit untuk terlebih dahulu 

menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan. 

Mungkin tidak seimbang antara beratnya pidana yang diancamkan 

dengan beratnya delik yang secara konkret dilakukan. 

Untuk memperbaiki teori Von Feurbach, maka muncullah 

teori Muller dalam tulisannya “de straaf in het strafrecht”, 

tijdschrift van strafrecht, 44 (1935) yang mengatakan bahwa akibat 

preventif pidana, tidaklah terletak pada eksekusi pidana mapun 



 

 

dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana oleh hakim 

secara konkrit. Dalam teori ini delik dipertanggungjawabkan 

kepada golongan tertentu. Ada anasir mendidik dalam teori ini. 

Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hammel dan Von List 

mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat 

buruk pelaku (dader), bertujuan untuk mencegah pelanggar 

mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar 

melaksanakan perbuatan jahat yang direncankan. 

Van Hammel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana 

ialah: 

a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya 

mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk 

tidak melaksanakan niat buruknya, 

b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana, 

c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang 

tidak mungkin diperbaiki, 

d) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan 

tata tertib hukum. 

c. Teori gabungan  

Gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. 

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar 

unsur pembalasan dan prevensi seimbang.
19
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Pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut 

antara lain oleh Pompe yang mengatakan: “orang tidak boleh 

menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan 

dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak 

dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan 

dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan 

karena itu, hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan 

kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”
20

 

VanBemmelen pun menganut teori gabungan dengan 

mengatakan:"Pidana bertujuan membalas kesalahan dan 

mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan 

dan memelihara tujuan". Jadi hal pidana dan tindakan, keduanya 

bertujuan unutk mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana 

ke dalam kehidupan masyarakat.
21

 

Grotius mengembangkan teori gabungan yang 

menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam 

pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap 

pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya 

perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas 

mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh 

terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi 

masyarakat.
22
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Teori gabungan yang kedua, yaitu menitikberatkan 

pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat 

daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih 

besar daripada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori 

Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum 

menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.
23

 

Pidana bersifat pembalasan, karena ia hanya dijatuhkan 

terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara 

sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana bukan suatu tujuan. 

Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan 

khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk 

penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman. 

Teori gabungan yang ketiga, Teori gabungan yang 

memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib 

masyarakat.
24

 

2) Teori Pembuktian 

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa 

meelakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang 

terpenting acara pidana. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat 

bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian:
25

 

                                                             
 

23
http://raypratama.blogspot.co.id/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html,   tanggal 

25Maret 2018 Pukul 21.05 WIB.  

 
24

https://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pemidanaan.html,  tanggal25Maret 2018 

Pukul 21.05 WIB. 
25

  Andi Hamzah, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

251. 

http://raypratama.blogspot.co.id/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html
https://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pemidanaan.html


 

 

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang 

secara positif (positive wetelijk bewijstheorie) 

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada 

undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan 

sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, 

maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.Sistem ini 

juga disebut juga teori pembuktian formal. 

Menurut D Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar 

undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan 

semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara 

ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.
26

 

b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 

melulu (Conviction intime). 

Alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak 

selalu membuktikan kebenaran.Pengakuan pun kadang-kadang 

tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan 

yang didakwakan.Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga 

keyakinan hakim sendiri. 

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori 

berdasarkan keyakinan hakim melulu didasarkan kepada keyakinan 

hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang didakwakan.Dengan sistem ini, pemidanaan 
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dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam 

undang-undang. 

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, 

sehingga sulit diawasi.Disamping itu terdakwa atau penasihat 

hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim 

dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia 

telah melakukan apa yang didakwakan.  

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan 

pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat 

pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem 

keyakinan hakimn melulu. 

c. Sistem atau teori keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(laconviction raisonne). 

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang 

bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan 

kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan 

yang logis, yang tidak berlandaskan kepada undang-undang, tetapi 

ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, 

menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian mana 

yang akan ia pergunakan.. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan 

suatu motivasi.Sistem atu teori pembuktian ini disebut juga 

pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-

alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie).
27
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d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif 

(negatief wettelijk). 

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar Undang-

Undang secara negatif.Pemidanaan didasarkan kepada pembuktian 

yang berganda (dubbel en grondslag, kata D. Simons), yaitu pada 

peraturan undang-undangan dan pada keyakinan hakim. 

Demikianlah sehinnga de Bosch Kemper mengatakan bahwa 

keyakinan iu, yang disyaratkan untuk memidana, tiadalah lain 

daripada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang 

disebut oleh Undang-Undang).
28

 

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv.Yang lama dan 

baru, semuanya menganut sstem atau teori pembuyktian 

berdasarkan undang-undang negatif. Hal tersebut dapat 

disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu pasa; 294 HIR 

Pasal 183 KUHAP berbunyi  

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seorang, kecuali apabila dengan sekurang-sekurangnya 

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 

 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan 

istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. 

Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 
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(lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang sampai peraturan yang 

lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional.
29

maka 

rumusan konsep penulis meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar Pertimbangan Hakim adalah suatu dasar bagi hakim dalam 

menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan 

hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil 

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan 

praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum 

kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum 

melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu 

kepastian hukum.
30

 

2) Putusan Pemidanaan 

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) menyatakan bahwa : 

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 

menjatuhkan pidana.” 

Van Bemmelen merumuskan putusan pemidanaan adalah putusan  

yang dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan 
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bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan 

ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.
31

 

3) Putusan  

Putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.
32

 

4) Pemidanaan 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” pada 

umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” 

diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya Pidana dijatuhkan 

bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang 

yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi 

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.
33

 

5) Anggota Kepolisian 

 Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Serta di dalam Undang- Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Polri yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 

“Kepolisian adalah segala hal ihawal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6) Tindak Pidana  

Menurut Simons yang merumuskan tindak Pidana adalah kelakuan 

yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang 
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berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang 

mampu bertanggung jawab.
34

 

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
35

 

7) Peredaran Gelap Narkotika 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, yang terdapat pada Pasal 1 angka 6“Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau 

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika 

dan Prekursor Narkotika”.
36

 

8) Tindak Pidana Narkotika 

Tindak Pidana Narkotika adalah perbuatan pidana yang dilakukan 

oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang 

oleh Undang-Undang yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, 

baik pelaku maupun orang lain.
37
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F. Metode Penelitiaan 

Metode penulisan adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab 

permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat 

asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam 

masyarakat.
38

 Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan 

ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penulisan ini akan 

di lakukan di Pengadilan Negeri Pariaman. Untuk memperoleh data yang 

maksimal dalam penulisan ini sehingga tercapainya tujuan yang di 

harapkan, metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah : 

1. Metode Pendekatan 

Dalam kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan metode 

pendekatanmasalah yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian 

Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau 

cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan menggunakan pendekatan 

kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (Statuta 

Approach). Kedua pendekatan ini dimulai dengan  melakukan analisa 

secara deduktif terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang suatu permasalahan kemudian dikaitkan dengan 

kasus. Pendekatan kasus (case approach) maksudnya pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum 

yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah Ratio Decidendi yaitu alasan-
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alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada 

putusannya.
39

 sedangkan pendekatan Perundang-undangan (statuta 

approach) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan 

regulasi.
40

 

Sementara pendekatan hukum secara normatif maksudnya 

pendekatan yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun 

terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif 

maksudnya pendekatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan 

peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam pendekatan hukum 

normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau 

terhadap prakteknya.
41

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori 

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut 

permasalahan di atas.
42
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3. Jenis data 

1) Data Primer 

 Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, baik mealui wawancara, observasi maupun laporan 

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang dkemudian diolah 

oleh penelitian. 

2) Data Sekunder 

 Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporran, skripsi, 

tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan. Data 

sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi : 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang 

mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat 

membantu penulisan, dalam hal ini adalah perundang-

perundang terkait seperti : 

a) Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, 

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Republik Indonsia, 



 

 

e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, 

f) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang 

Peradilan Umum. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan 

tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek 

penelitian ini, bahan hukum sekunder memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya 

Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan 

Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penulisan (hukum), 

hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan 

sebagainya 

c. Bahan Hukum Tertier 

 Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan 

hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, 

surat kabar dan sebagainya.
43

 

4. Sumber Data 

1) Penelitian Kepustakaan 

 Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 
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penelitian.Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada: 

1) Perpustkaan Universitas Andalas 

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas 

3) Bahan Hukum dari koleksi pribadi 

2) Penelitian Lanpangan 

 Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang 

diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari 

responden yang ditentukan secara purposive sampling 

(ditentukan oleh penelitian berdasarkan kemauannya) dan/atau 

random sampling (ditentukan oleh penelitian secara acak).
44

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, 

dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka 

mengenai kajian non yuridis dan yuridis terhadap putusan 

Pengadilan Negeri pariaman Nomor : 

6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn. 

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-

bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukumtersier. Setiap bahan 
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hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, 

sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan KUHP, KUHAP, 

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  serta 

Putusan Pengadilan Negeri pariaman Nomor : 

6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn. ,dan jurnal-jurnal hukum yang 

berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum. 

6. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Pariaman. 

7. Pengelolahan dan Analisis Data 

1) Pengolahan data 

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data 

yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam 

menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, 

penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan 

cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap 

catatan-catatan, berkas-berkas,informasi yang dikumpulkan 

oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan 

mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.
45

 

 

 

                                                             
45

 Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 

hlm. 125. 



 

 

2) Analisa data  

Analisa data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data 

untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan 

diteiti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka 

diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. 

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka 

penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan 

penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dengan 

bantuan literatur-literatur seperti buku, undang-undang atau 

bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik 

kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian 

kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan 

hasil penelitian  dan hasil pembahasan.
46
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